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ABSTRACT
Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2014   Tentang   Hak   Cipta (UUHC) memberikan  jaminan  perlindungan  hukum terhadap
hak  pencipta  lagu. Akan tetapi,  sampai  saat  ini masih terjadi  pelanggaran  atas  hak  pencipta  lagu  oleh pengusaha karaoke  di 
Kota Banda  Aceh.  UUHC mengharuskan  para  pengguna hak  cipta secara  komersial  terlebih  dahulu mendapatkan  izin berupa 
lisensi  dari pencipta dan membayar  imbalan  berupa royalti. Namun Pengusaha Tempat Karaoke di Kota Banda Aceh masih
menggunakan lagu tanpa izin dari Pencipta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak ekonomi  pencipta  lagu oleh  Pengusaha Tempat
Karaoke  di  Kota  Banda  Aceh, untuk  menjelaskan bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Pengusaha Karaoke  di 
Kota  Banda  Aceh dan  untuk  menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak  terkait  dalam  melindungi  hak 
pencipta  lagu di  Tempat Karaoke di Kota Banda Aceh.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis empiris atau penelitian  lapangan  (field  research)  di wilayah 
hukum  Kota  Banda  Aceh yaitu  suatu  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan fakta lapangan.  Disamping 
itu  juga  melakukan studi  kepustakaan (library  research)yaitu  penelitian  yang mengkaji  dan menganalisis  bahan-bahan  hukum 
primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian diketahui bahwa Pengusaha Tempat Karaoke di Kota Banda Aceh tidak menerapkan ketentuan sebagaimana yang
diharuskan di dalam UUHC, yaitu   tidak   memenuhi   hak   ekonomi   dari   Pencipta dengan tidak   membuat perjanjian lisensi dan
membayar royalti dengan beralasan bahwa mengurus lisensi kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  lagu prosesnya  terlalu 
rumit  dan mengharuskan  para  pengusaha  mengeluarkan modal  yang  relatif  lebih  besar. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak 
terkait  yaitu  memberikan sosialisasi  mengenai Hak    Cipta    yang    diadakan    di    sekolah-sekolah melalui    Kantor Wilayah
Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  Aceh.  Sosialisasi  yang  dilakukan belum cukup sebagai upaya preventif yang
dilakukan oleh pemerintah.
Disarankan  kepada  pengusaha  tempat karaoke  untuk  membuat  perjanjian lisensi  dan  membayar  royalti  kepada  pencipta  lagu
 atau  pemegang  hak  cipta  atas lagu-lagu yang mereka komersilkan dan pemerintah harus memberikan sosialisasi yang tepat 
sasaran  kepada  masyarakat  Kota  Banda  Aceh,  sehingga  pelanggaran terhadap  hak  cipta  lagu Tempat  Karaoke  di  Kota 
Banda  Aceh  dapat  lebih diminimalisir.
